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Abstract 

This study aims to determine the position and function of prosecutors in the criminal justice 

system in Indonesia according to the Criminal Procedure Code. The method used in this study is 

the normative juridical method, namely the addition method by adhering to applicable norms or 

laws. The results of the study show: 1. The prosecutor's office in Indonesia has quite limited 

authority compared to the prosecutor's office in the Netherlands, England or America. In 

addition, it is stated in the Criminal Procedure Code, the duties and authorities of the prosecutor 

in carrying out as a subsystem/component of law enforcement of the Indonesian criminal justice 

system are listed in the Law Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office. The 

Prosecutor's Office is a non-departmental institution, which means it is not under any ministry, 

the top leadership of the AGO is held by the attorney general who is responsible to the president. 

2. The criminal justice process can be interpreted as the entire stage of examining criminal cases 

to uncover the criminal acts that occurred and take legal action against the perpetrators. By 

going through various institutions, the judicial process starts from the Prosecutor's Office, to the 

Court Institution and ends at the Correctional Institution. 

Keywords: Position, Prosecutor in the criminal justice system 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi jaksa dalam sistem peradilan 

pidana di Indonesia menurut KUHAP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode 

yuridisme normatif yaitu metode penambahan dengan berpegang pada norma atau hukum yang 

berlaku. Hasil penelitian menunjukkan: 1. Kejaksaan di Indonesia memiliki kewenangan yang 

cukup terbatas dibandingkan dengan kejaksaan di Belanda, Inggris atau Amerika.Selain itu 

tercantum dalam KUHAP, tugas dan wewenang kejaksaan dalam menjalankan sebagai 

subsistem/komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tercantum dalam 

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga non-

departemen, yang berarti tidak berada di bawah kementerian apapun, puncak kepemimpinan 

kejaksaan dipegang oleh jaksaagung yang bertanggung jawab terhadap presiden. 2. Proses 

peradilan pidana dapat dimaknai sebagai keseluruhan tahapan pemeriksaan perkara pidana untuk 

mengungkap perbuatan pidana yang terjadi dan mengambil tindakan hukum kepada 
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pelakunya.Dengan melalui berbagai institusi, maka proses peradilan dimulai dari institusi 

Kejaksaan, sampai ke Institusi Pengadilan dan berakhir pada Institusi Lembaga Pemasyarakatan. 

Kata kunci: Kedudukan, Jaksa dalam system peradilan pidana 

 

I. PENDAHULUAN 

ejaksaan merupakan lembaga yang 

mempunyai kewenangan di bidang 

penuntutan. Sedangkan Jaksa da-

lam hal-hal menjalankan fungsinya serta be-

kerja atas nama rakyat dalam melakukan tu-

gasnya menuntut seseorang yang diduga mela-

kukan tindak pidana. Hal ini dipertegas mela-

lui Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004, 

yaitu: Jaksa adalah pejabat fungsional yang di-

beri wewenang oleh undang-undang untuk 

bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelak-

sana putusan pengadilan yang telah mempero-

leh kekuatan hokum tetap serta wewenang lain 

berdasarkan undang-undang. Berdasarkan ke-

tentuan tersebut maka bias dikatakan tugas 

Kejaksaan di dalam penyelenggaraan negara 

kita sangatlah penting, karena selaku institusi 

tempat bernaungnya seluruh Jaksa, Kejaksaan 

mempunyai peran penting selaku penghubung 

antara masyarakat dengan negara dalam men-

jaga tegaknya hukum dan norma yang berlaku 

di masyarakat. 

Kedudukan Ke jaksaan dalam sistem ke-

tatanegaraan di Indonesia banyak mengalami 

perubahan baik secara kelembagaan maupun 

pengaturannya di dalam peraturan perundang-

undangan.  Dalam sejarah pada jaman dahulu 

sistem seperti Kejaksaan sudah ada sejak za-

man Kerajaan Majapahit. Disebutkan saat za-

man Majapahit terdapat beberapa jabatan yang 

dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharma-

dhyaksa. Tugas Gajah Mada dalam urusan pe-

negakan hukum bukan sekedar sebagai 

Adhyaksa melainkan juga sebagai pelaksana 

segala peraturan raja dan melaporkan perkara-

perkara sulit ke pengadilan. Tugas Gajah Ma-

da ini apabila kita membandingkan dengan za-

man sekarang tentu pula sangatlah mirip de-

ngan tugas Jaksa pada saat ini. Tugas Gajah 

Mada saat itu bisa disimpulkan sebagai alat 

negara atau wakil dari raja dalam hal pelapo-

ran perkara-perkara ke pengadilan, sehingga 

bisa disimpulkan bahwa kedudukan Kejaksaan 

sejak zaman dahulu kala sebagai alat negara 

dan pertanggungjawabannya kepada kepala 

negara yang saat itu adalah raja Hayam 

Wuruk. 

Dewasa ini kejaksaan adalah badan ne-

gara yang sudah lama ada sebelum kita mer-

deka, demikian pula aturan-aturannya. Sehing-

ga pada dasarnya Kejaksaan RI adalah 

K 
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meneruskan apa yang telah diatur di dalam 

Indische Staatsregeling, yang dalam hal ini 

kedudukannya menempatkan Kejaksaan A-

gung berdampingan dengan Mahkamah A-

gung. Ketentuan-ketentuan di dalam Indische 

Staatsregeling yang mengatur kedudukan 

Kejaksaan, pada dasarnya adalah sama dengan 

ketentuan di dalam UUD negeri Belanda. 

Sejak awal berdiri, kedudukan Kejaksaan RI 

mengalami perkembangan dalam system keta-

tanegaraan di Indonesia. Pada awal masa 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya 

pada tanggal 19 Agustus 1945, Rapat PPKI 

memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan 

tersebut berada didalam lingkungan Departe-

men Kehakiman. Perubahan besar terjadi 

ketika Presiden Soekarno membacakan Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959. Konsekuensi dari peru-

bahan politik yang terjadi adalah Presiden 

menata ulang lembaga-lembaga dan institusi 

pemerintahan dengan keadaan yang baru. 

Setahun setelah dikeluarkannya Dekrit Presi-

den, pemerintah dan DPR mensahkan UU Ke-

jaksaan yang pertama dalam sejarah Negara 

kita, yakni UU No. 15 Tahun 1961 tentang 

Pokok-Pokok Kejaksaan RI. Di dalam UU No. 

15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejak-

saan RI disebutkan bahwa Kejaksaan merupa-

kan alat negara penegak hukum dan alat 

revolusi yang tugasnya sebagai Penuntut 

Umum. 

Setelah penjelasan singkat mengenai se-

jarah ketatanegaraan Kejaksaan dapat kita 

simpulkan bahwa Kejaksaan dari awal terben-

tuk hingga sekarang memanglah suatu institusi 

yang berada di bawah ranah eksekutif dan 

proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa 

Agung berada di tangan Presiden walaupun 

pernah melalui usul Menteri Kehakiman na-

mun tetap saja secara pengangkatannya tetap 

ada di tangan Presiden. Kedudukan Kejaksaan 

di Sistem Tata Negara Indonesia Melihat ke-

dudukan Kejaksaan Agung yang berada di 

ranah eksekutif menimbulkan banyak perde-

batan, apakah Kejaksaan selaku institusi pene-

gak hukum yang seharusnya di ranah yudikatif 

namun secara praktiknya ditempatkan di da-

lam ranah eksekutif ini sesuai dengan pers-

pektif hukum tata Negara atau tidak. Melihat 

Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bah-

wa “Badan-badan lain yang fungsinya berkai-

tan dengan kekuasaan kehakiman diatur de-

ngan undang-undang”. Berdasarkan pasal ter-

sebut maka banyak pihak yang berpendapat 

bahwa Kejaksaan merupakan salah satu badan 

yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 

kehakiman, sehingga banyak yang berangga-

pan bahwa Kejaksaan seharusnya berada di 
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ranah yudikatif dan kedudukan Kejaksaan 

seharusnya lepas dari pengaruh eksekutif. 

Ketentuan pasal 24 ayat (3) UUD 1945 

semakin diperkuat di dalam Pasal 38 ayat (1) 

UU No. 48 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud 

dengan “badan-badan lain” antara lain Kepo-

lisian, Kejaksaan, Advokat dan Lembaga Per-

masyarakatan Disebutkan bahwa Kejaksaan 

termasuk di dalam badan-badan lain yang 

terkait dengan kekuasaan kehakiman menye-

babkan banyak pihak yang berependapat 

sebaiknya Kejaksaan berada di dalam ranah 

peradilan bukan di dalam ranah eksekutif, 

namun ada juga yang berpendapat lain seperti 

pendapat dari Prof. Yusril Ihza Mahendra:  

“Saya berpendapat semua itu tergan-

tung penafsiran kita atas seluruh ketentuan 

dalam bab IX UUD 1945 yang membicara-

kan Kekuasaan Kehakiman dalam konteks 

peradilan, sedangkan Kejaksaan adalah ba-

dan yang secara fungsional terkait dengan 

Kekuasaan Kehakiman. Kalau hanya terkait 

tidaklah harus diartikan Kejaksaan itu seba-

gai bagian dari Kekuasaan Kehakiman itu 

sendiri. Petugas Rumah Tahanan dan Lem-

baga Permasyarakatan juga terkait dengan 

kekuasaan kehakiman. Namun dalam seja-

rahnya, Rumah Tahanan dan Lembaga Per-

masyarakatan tetap berada di bawah Depar-

temen Kehakiman yang merupakan ranah 

kekuasaan eksekutif” 

II. METODE PENELITIAN 

Menurut Peter Mahmud Marzuki ber-

pendapat bahwa penelitian hukum adalah sua-

tu proses untuk menemukan suatu aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum maupun dok-

trin-doktrin hokum guna menjawab isu hukum 

yang dihadapi. Adapun jenis penelitian yang 

digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah 

penelitian hukum normatif yaitu penelitian 

yang mengkaji ketentuan- ketentuan hukum 

positif maupun asas-asas hukum. Studi Doku-

men merupakan langkah awal dari setiap pe-

nelitian hukum. Studi dokumen bagi peneli-

tian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum 

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

III. HASIL PENELITIAN 

KEDUDUKAN DAN FUNGSI JAKSA 

DALAM PERADILAN PIDANA 

a. kedudukan dan fungsi jaksa dalam 

peradilan 

Pada waktu belum berlakunya HIR ke-

dudukan kejaksaan (jaksa) pada waktu itu te-

gas, kedudukan mereka hanya menjadi “kaki 

tangan” saja dari “Assistant – Resident”, tidak 

mempunyai wewenang sendiri sebagai penun-

tut umum seperti “OpenbaarManisterie” pada 
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pengadilan Eropa. Disamping itu jaksa berada 

di bawah kekuasaan bupati yang dapat meme-

rintah kepadanya. Kedudukan jaksa seperti itu 

terlihat dalam praktik adanya wewenang 

yang terbatas seperti:  

a) Tidak mempunyai wewenang untuk me-

nuntut perkara (yang boleh menuntut hanya 

“Assistant-Resident” saja, ialah kelapanya) 

b) Didalam sidang pengadilan tidak mempu-

nyai wewenang untuk memintakan pidana 

bagi tertuduh (membuat requisitoir), akan 

tetapi hanya dapat mengajukan perasaan 

dan pendapat saja.  

c) Tidak mempunyai wewenang untuk men-

jalankan suatu putusan pengadilan (ekse-

kusi), yang berwenang demikian itu hanya 

“Assistant-Resident”. 

Dengan demikian kedudukan dan wewe-

nang jaksa sebelum berlakunya HIR Nampak 

terbatas sekali, yang jelas hanya Assistant – 

Resident. Kejaksaan di Indonesia memiliki ke-

wenangan yang cukup sempi istilahnya terba-

tas dibandingkan dengan kejaksaan di Belan-

da, Inggris ataupun Amerika. Tujuan dari 

perbandingan ini adalah untuk mengevaluasi 

kembali tugas dan wewenang kejaksaan yang 

diberikan Undang-Undang dengan melihat 

pada perkembangan dunia serta terkait dengan 

gagasan-gagasan perubahan KUHAP, utama 

dalam sistem-sistem peradilan pidana. 

KUHAP dimana merupakan instrument dasar 

utama atau panutan dari pada dalam sistem 

peradilan pidana Indonesia. Selain  tercantum 

dalam kejaksaan wewenang dan tugas 

KUHAP dalam menjalankan pidana penegak  

fungsinya hukumsebagaikomponen subsistem 

/ sistem peradilan Indonesia tercantum dalam 

Undang Undang nomor 16 Tahun 2004 

tentang kejaksaan  

Kejaksaan adalah lembaga non departe-

men, yang berarti tidak dibawah kementerian 

kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh jaksa 

agung yang terhadap berbeda apapun puncak 

bertanggung jawab presiden dengan Hal ini 

tentunya organisasi struktur kejaksaan di Be-

landa, Inggris dan Amerika yang pada umum-

nya berada dibawah kementrian hukum. Ke-

dudukan jaksa agung setingkat menteri, oleh 

karna itu kejaksaan tidak berada dibawah ke-

menterian apapun. Jaksa agung memimpin 

kejaksaan yang dibagi-bagi kedalam daerah-

daerah hukum mulai dari tingkat provinsi (ke-

jaksaan tinggi) sampai dengan kabupaten 

(kejaksaan negeri) di seluruh wilayah Indone-

sia. Sistem pembagian daerah hukum ini 

meniru sistem pembagian wilayah di Belanda, 

dimana Belanda memiliki 5 kejaksaan tinggi 

yang masingmasing memiliki antara 4 sampai 
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5 kejaksaan yang setara dengan tingkat kabu-

paten (kejaksaan negeri).  

Tugas utama kejaksaan dalam system 

peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, 

dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewe-

nangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh 

kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga 

lain. Kewenangan untuk melakukan penun-

tutan adalah dominuslitiskejaksaan baik di In-

donesia, Belanda maupun Amerika, namun 

tidak di Inggris, penuntutan dapat di ajukan 

secara perseorangan, tetapi dalam perkara-

perkara tertentu, penuntutan perseorangan da-

pat di ambil oleh penuntut umum kejaksaan. 

Jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejak-

saan Republik Indonesia adalah “Pejabat fung-

sional yang memang diberi kewewenangan 

oleh undang-undang untuk bertindak sebagai 

penuntut umum dan pelaksana putusan penga-

dilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, serta wewenang lain berdasarkan un-

dang-undang”. Seperti yang ada dalam pasal 

30 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang 

No.16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan.  

1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai 

tugas dan wewenang : a) Melakukan pe-

nuntutan; b) Melaksanakan penetapan ha-

kim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; c) 

Melakukan pengawasan terhadap pelaksa-

naan putusan pidana bersyarat, putusan 

pidana pengawasan, dan keputusan lepas 

bersyarat; d) Melakukan penyelidikan ter-

hadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang-undang; e) Melengkapi berkas per-

kara tertentu dan untuk itu dapat melaku-

kan pemeriksaan tambahan sebelum dilim-

pahkan ke pengadilan yang dalam pelaksa-

naannya dikoordinasikan dengan penyidik 

2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, 

kejaksaan dengan kuasa khusus dapat ber-

tindak baik di dalam maupun di luar pe-

ngadilan untuk dan atas nama negara atau 

pemerintah. 

3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman 

umum, kejaksaan turut meyelenggarakan 

kegiatan. 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 

mengatur secara tegas bahwa Kejaksaan me-

miliki kemerdekaan dan kemandirian dalam 

melakukan kekuasaan Negara dalam bidang 

penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai 

suatu lembaga pemerintahan yang melakukan 

kekusaan negara di bidang penuntutan, bila 

dilihat dari sudut kedudukan mengandung 

makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu 

lembaga yang berada di bawah kekuasaan 
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eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi 

kewenangan kejaksaan dalam melakukan pe-

nuntutan berarti Kejaksaan menjalankan ke-

kuasaan yudikatif. Sehubungan dengan makna 

kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan keku-

asaan Negara di bidang penuntutan secara 

merdeka. Kejaksaan dalam melaksanakan 

fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari 

pengaruh kekuasaan pemerintah, dan penga-

ruh kekuasaan lainnya. Hal ini berarti bahwa 

negara akan menjamin Jaksa di dalam men-

jalankan profesinya tanpa intimidasi, gang-

guan, godaan, campur tangan yang tidak tepat 

atau pembeberan yang belum teruji kebena-

rannya, baik terhadap pertanggung jawaban 

perdata, pidana, maupun lainnya. 

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan 

pidana bersifat menentukan karena merupakan 

jembatan yang menghubungkan tahap penyi-

dikan dengan tahap pemeriksaan di sidang 

pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang 

berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum 

mempunyai monopoli penuntutan, artinya se-

tiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan 

pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga 

kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang 

berwenang mengajukan seseorang tersangka 

pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadi-

lan. Pada tahun 2004 dengan keluarnya 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, kedu-

dukan jaksa semakin mempertegas posisi Jak-

sa sebagai pejabat fungsional yang diberi we-

wenang oleh Undang-undang untuk bertindak 

sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putu-

san Pengadilan yang telah memperoleh kekua-

tan hukum tetap dan wewenang lain berdasar-

kan Undangundang. Dengan demikian penger-

tian ‘Jaksa’ pada Undang-Undang No 16 

Tahun 2004 lebih luas dari pada pasal 1 butir 

6a KUHAP 

Jadi, dua kewenangan jaksa yakni  

: - Sebagai penuntut umum, dan - Sebagai 

eksekutor. Sedang penuntut umum berwenang 

untuk 

: - Melakukan penuntutan. 

:- Melaksanakan penetapan hakim. 

Dengan perkataan lain, jaksa yang me-

nangani perkara dalam tahap penuntutan dise-

but ‘Penuntut Umum’. Penuntut umumlah 

yang dapat melaksanakan penetapan hakim. 

Dengan demikian, jaksa lain (yang bukan pe-

nuntut umum) tidak dapat melaksanakan pene-

tapan hakim tetapi penuntut umum, dapat me-

lakukan eksekusi karena dia adalah jaksa 

(bukan sebagai penuntut umum). Pasal 2 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 me-

muat ketentuan sebagai berikut: Kejaksaan 

Republik Indonesia selanjutnya dalam 
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undang-undang ini disebut pemerintahan ke-

kuasaan di penuntutan. 

Pada rumusan pasal 2 UU No.16 Tahun 

2004, ditambahi: ‘serta kewenangan lain ber-

dasarkan Undang-Undang’. Dari rumusan pa-

sal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa 

kejaksaan adalah: - Lembaga pemerintah. 

Dengan demikian kejaksaan termaksuk ekse-

kutif, bukan legislatif dan bukan yudikatif. – 

Melaksanakan kekuasaan negara; kejaksaan 

dengan demikian maka merupakan aparat ne-

gara. Hal tersebut perlu dipahami untuk me-

ngetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pe-

merintah maupun selaku pengemban tugas ne-

gara. Itulah sebabnya Pimpinan kejaksaan A-

gung yakni jaksa agung tidak termaksuk ang-

gota cabinet karena jaksa agung bukan men-

teri tetapi kedudukannya disamakan dengan 

menteri. 

Susunan kejaksaan adalah: - Kejaksaan 

Agung; - Kejaksaan Tinggi; - Kejaksaan Ne-

geri. Kejaksaan Agung yang dipimpin jaksa 

agung berkedudukan di ibukota Negara Repu-

blik Indonesia yang daerah hukumnya melipu-

ti wilayah kekuasaan Negara Republik Indo-

nesia. Untuk melaksanakan tugasnya, Jaksa A-

gung dibantu oleh beberapa orang jaksa agung 

muda yang masing-masing memimpin bidang 

tertentu, dan tenaga ahli. Secara khusus pada 

pasal 35 UndangUndang Nomor 16 tahun 

2004 memuat tugas dan wewenang jaksa 

agung, antara lain; 

a. Menetapkan serta mengendalikan kebija-

kan penegakan hukum dan keadilan dalam 

ruang lingkup tugas dan wewenang kejak-

saan;  

b. Mengefektikan proses penegakan hukum 

yang diberikan oleh UndangUndang;  

c. Mengesampingkan perkara demi kepenti-

ngan umum;  

d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hu-

kum kepada Mahkamah Agung dalam per-

kara pidana, perdata, dan tata usaha negara; 

e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis 

hukum kepada mahkamah agung dalam 

pemeriksaan kasasi perkara perdata; 

f. Mencegah atau menangkal orang tertentu 

untuk masuk atau keluar Negara kesatuan 

RI karena keterlibatannya dalam perkara 

pidana sesuai dengan Undang-Undang.  

Jaksa Agung adalah pejabat negara (Pa-

sal 19). Masa jabatan Jaksa Agung dibatasi se-

lama 5 tahun (Pasal 19D). Pemerintah sebalik-

nya berkeinginan mempertahankan kedudukan 

Kejaksaan sebagai ”lembaga pemerintahan 

yang melaksanakan kekuasaan negara di bi-

dang penuntutan” namun dilakukan secara 

”independen dalam tata susunan kekuasaan 
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badan penegak hukum dan keadilan”. Jadi, 

Pemerintah tidak berkeinginan agar Kejaksaan 

yang melaksanakan kekuasaan negara di bi-

dang penuntutan itu, keluar dari ranah ekse-

kutif. Jaksa Agung adalah pejabat negara, teta-

pi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 

(Pasal 21). 

Namun mereka yang dapat diangkat 

menjadi Jaksa Agung adalah Wakil Jaksa 

Agung dan Jaksa Agung Muda. Dengan demi-

kian, Pemerintah ingin Jaksa Agung diangkat 

dari pejabat karier untuk mengokohkan profe-

sionalisme Kejaksaan. Oleh karena Jaksa 

Agung diangkat dan diberhentikan Presiden, 

maka sebagaimana dalam UU No 5 tahun 

1991, tidak diatur batas masa jabatan Jaksa 

Agung. Pemerintah berpendapat bahwa kon-

vensi ketatanegaraanlah yang akan membatasi 

masa jabatan Jaksa Agung itu, sehingga tidak 

perlu dimasukkan ke dalam rumusan suatu 

pasal dalam RUU ini. Pembahasan RUU ini 

dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat 

Sebagian besar fraksi-fraksi DPR menarik 

usulan mereka tentang Jaksa Agung yang 

independen dan dikeluarkan dari ranah ekse-

kutif. Mereka juga menarik usulan agar Jaksa 

Agung dipilih DPR dan diresmikan oleh 

Presiden. 

Proses Pemeriksaan Perkara oleh 

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana 

Sebagai dasar hukum, peradilan adalah 

mutlak diperlukan sebab dengan peradilan 

akan dapat mewadahi dan mengimplementasi-

kan berbagai persoalan hukum ke dalam 

bentuk yang konkrit. Dan dengan peradilan itu 

akan dapat terjadi proses-proses hukum seba-

gai salah satu wujud legitimasi atau pengab-

sahan atas berbagai perilaku baik dalam hubu-

ngan-hubungan individual maupun dalam hu-

bungan kelompok social kemasyarakatan. Da-

lam pandangan sistem peradilan pidana, ter-

dapat beberapa institusi penegak hukum yang 

ikut mengambil peran dalam melakukan pro-

ses peradilan pidana diantaranya adalah ins-

titusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 

pemasyarakatan. Keempat institusi tersebut 

seharusnya dapat bekerja sama dan berkoor-

dinasi dengan baik untuk mencapai tujuan se-

bagaimana tersebut diatas, paling tidak dapat 

menanggulangi kejahatan atau mengendalikan 

terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-

batas toleransi yang dapat diterima masyara-

kat. Meskipun secara kelembagaan, institusi 

ini terpisah satu sama lainnya, namun tetap 

menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan 

dalam jalinan sistem peradilan pidana terpadu. 



  
 

YAYASAN AKRAB PEKANBARU  
 Jurnal AKRAB JUARA  

 Volume 6 Nomor 3 Edisi Agustus 2021 (204-219) 

 

213 

 

Proses peradilan pidana dapat dimaknai 

sebagai keseluruhan tahapan pemeriksaan per-

kara pidana untuk mengungkap perbuatan pi-

dana yang terjadi dan mengambil tindakan hu-

kum kepada pelakunya. Proses peradilan pida-

na melalui berbagai tahapan yang masing-ma-

sing tahapan diwadahi oleh institusi dengan 

struktur dan kewenangan sendiri-sendiri. De-

ngan melalui berbagai institusi, maka proses 

peradilan pidana dimulai dari institusi Kepoli-

sian, diteruskan ke Institusi Kejaksaan, sampai 

ke Institusi Pengadilan dan berakhir pada Ins-

titusi Lembaga Pemasyarakatan. Masing-ma-

sing institusi ini bertanggung jawab dan be-

kerja sesuai dengan tugas kewajibannya. Ber-

dasarkan peraturan perundangundangan yang 

berlaku dapat disimpulkan bahwa proses pe-

meriksaan perkara oleh kejaksaan meliputi: 1. 

Tahap Penyidikan Pengertian penyidikan dia-

tur dalam Kitab Undang-undang Hukum Aca-

ra Pidana yang terdapat Pada Pasal 1 butir I 

yang berbunyi sebagai berikut: “Penyidik ada-

lah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 

Atau Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentun 

yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan. Dari pe-

ngertian penyidik diatas, dalam penjelasan un-

dang-undang disimpulkan mengenai pajabat 

yang berwenang untuk melakukan penyidikan 

yaitu: Pejabat Polisi Negara Republik Indone-

sia (POLRI); dan Pejabat PegawaiNegari Sipil 

yang diberi wewenang khusus oleh Undang-

undang untuk melakukan penyidikan. Selain 

penyidik, dalam KUHAP dikenal pula penyi-

dik pembantu, ketentuan mengenai hal ini ter-

dapat pada Pasal I butir 3 KUHAP, yang me-

nyebutkan bahwa:“Penyidik pembantu adalah 

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang karena diberikan diberi wewenang ter-

tentu dapat melakukan penyidikan yang diatur 

dalam undang-undang ini”. Selanjutnya me-

ngenai pengertian penyidik pembantu diatur 

dalam Pasal 1 Butir 12 Undang-undang No.2 

tahun 2002, yang menyatakan Bahwa: “Penyi-

dik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Ne-

gara Republik Indonesia yang diangkat oleh 

Kepada Kepolisian Negara Republik Indone-

sia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi 

wewenang tertentu dalam melakukan tugas 

penyidikan yang diatur dalam Undang-un-

dang”. Mengenai Penyidik Negari Sipil Dije-

laskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 7 

ayat (2) KUHAP, Bahwa “Yang dimaksud 

dengan penyidik dalam ayat ini adalah missal-

nya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi, peja-

bat kehutanan yang melakukan tugas penyeli-

dikan sesuai dengan wewenang khusus yang 
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diberikan oleh undang-undang yang menjadi 

dasar hukumnya masing-masing.” 

Berdasarkan ketentuan perundang-unda-

ngan mengenai penyidik dan penyidik pem-

bantu di atas, dapat diketahui bahwa untuk da-

pat melaksanakan tugas penyidikan harus ada 

pemberian wewenang. Mengenai pemberian 

wewenang tersebut menurut Andi Hamzah, 

berpendapat bahwa: “Pemberian wewenang 

kepada penyidik bukan sematamata didasar-

kan atas kekuasaan tetapi berdasarkan atas 

pendekatan kewajiban dan tanggung jawab 

yang diembannya, dengan demikian kewena-

ngan yang diberikan disesuaikan dengan kedu-

dukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta 

ringannya kewajiban dan tanggung jawab 

penyidik.” Tugas penyidikan yang dilakukan 

oleh Penyidik POLRI adalah merupakan pe-

nyidik tunggal bagi tindak pidana Umum, tu-

gasnya sebagai penyidik sangat sulit dan 

membutuhkan tanggung jawab yang besar, 

karena penyidikan merupakan tahap awal dari 

rangkaian proses penyelesaian perkara pidana 

yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap 

proses peradilan selanjutnya. Sedangkan pada 

Pasal I butir 2 KUHAP menjelaskan mengenai 

pengertian penyidikan, sebagai berikut: “Pe-

nyidikan adalah serangkaian tindakan penyi-

dik dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tentang tindak pidana yang 

terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. 

Sehubungan dengan hal tersebut Yahya Hara-

hap memberikan Penjelasan mengenai penyi-

dik dan penyidikan sebagai berikut: “Sebagai-

mana yang telah dijelaskan pada pembahasan 

ketentuan umum Pasal I Butir I dan 2, Meru-

muskan pengertian penyidikan yang menyata-

kan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat 

pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang 

oleh undang-undang. Sadangkan penyidik se-

suai dengan cara yang diatur dalam undang-

undang untuk mencari dan mengumpulkan 

bukti, dan dengan bukti itu membuat atau 

menjadi terang suatu tindak pidana yang terja-

di serta sekaligus menemukan tersangkanya 

atau pelaku tindak pidananya” 

Tujuan utama penyidikan adalah untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang de-

ngan bukti dapat membuat terang suatu tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan 

Pasal I butir 2 KUHAP. Dalam melaksanakan 

tugas penyidikan untuk mengungkapkan suatu 

tindak pidana, maka penyidik karena kewaji-

bannya mempunyai wewenang sebagimana 

yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 
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ayat (1) Kitab Undang-udang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) jo. Pasal 16 ayat (1) Un-

dang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisan Negara Republik Indonesia, yang 

menyebutkan bahwa wewenang penyidik ada-

lah sebagi berikut: 

Menerima Laporan atau pengaduan dari 

seorang tentang adanya tindak pidana; mela-

kukan tindakan pertama pada saat di tempat 

kejadian; menyuruh berhenti seorang tersang-

ka dan memeriksa tanda pengenal diri ter-

sangka; melakukan penangkapan, penahanan, 

penggeledahan dan penyitaan; mengenai sidik 

jari dan memotret seseorang; memanggil o-

rang untuk didengar dan diperiksa sebagai ter-

sangka atau saksi; Memanggil orang untuk 

didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; mendatang orang ahli yang diperlukan 

dalam hubungannya dengan pemeriksaan per-

kara; mengadakan penghentian penyidikan; 

mengadakan tindakan lain menurut hukum 

yang bertanggung jawab. Penyidikan yang 

dilakukan tersebut didahului dengan pemberi-

tahuan kepada penutut umum bahwa penyidi-

kan terhadap suatu peristiwa pidana telah 

mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan 

tersebut disampaikan melalui mekanisme Su-

rat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan 

(SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan 

Pasal 109 KUHAP. Namun kekurangan yang 

dirasa sangat menghambat adalah tiada ada 

ketegasan dari kentuan tersebut kapan waktu-

nya penyidikan harus diberitahukan kepada 

Penuntut Umum. Jika diperhatikan keseluru-

han ketentuan didalam KUHAP dapat diketa-

hui bahwa proses penyelidikan yang dilakukan 

oleh penyidik adalah dapat digambarakan se-

bagai berikut: 

a. Diawali dengan adanya bahan masukan 

suatu tindak pidana.  

b. Melakukan tindakan pertama di tempat 

kejadian.  

c. Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka 

dan saksi.  

d. Melakukan upaya paksa yang diperlukan.  

e. Pembuatan berita Acara Penyidikan.   

Dalam hal penyidik telah selesai mela-

kukan penyidikan, penyidik wajib segara me-

nyerahkan berkas perkara tersebut kepada pe-

nutut umum. Dan dalam hal penutut umum 

berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut 

kurang lengkap. Penutut umum segera me-

ngembalikan berkas perkara tersebut kepada 

penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. 

Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil 

penyidikan, dalam waktu 14 Hari penutut 

umum tidak mengembalikan berkas tersebut, 

maka penyidikan dianggap selesai. 2. Tahap 
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Penuntutan Tahap penututan ini adalah tahap 

wilayah institusi kejaksaan dengan memberi 

kewenangan penuh kepada jaksa penuntut 

umum untuk melakukanpenuntutan itu Penun-

tutan adalah untuk tindakan penuntut umum 

melimpahkan perkara pidana ke pengadilan 

negeri yang berwenang dalam hal dan penga-

dilan. 

Sidang diperiksa dan diputus oleh hakim  

dengan permintaan supaya undang Penuntutan 

suatu perkara dapat dilakukan dengan berba-

gai cara. Cara ini tergantung berat ringannya 

suatu perkara yang terjadi jika suatu perkara 

itu termasuk perkara biasa yang ancaman 

pidananya diatas satu tahun, maka penuntutan 

dapat dilakukan dengan cara biasa. Penuntutan 

Penuntutan perkara dengan cara biasa ditandai 

dengan adanya berkas perkara yang lengkap 

dan rumit, yang memuat berbagai berita acara 

yang telah disusun oleh penyidik. Ciri utama 

dari penuntutan ini, yakni selalu disertai de-

ngan surat dakwaan yang disusun secara cer-

mat dan lengkap oleh jaksa penuntut umum 

yang menyerahkan diri berkas perkara tersebut 

dan harus hadir pula di persidangan pengadi-

lan. 

Sendiri berkas perkara tersebut dan ha-

rus Selain penuntutan dengan cara biasa terse-

but, penuntutan dapat pula dilakukan dengan 

cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika 

perkaranya ancaman pidananya lebih ringan 

yakni tidak lebih dari 1 tahun penjara. Berkas 

perkaranya biasanya tidak rumit sekalipun 

demikian jaksa penuntut umum tetap membuat 

dan mengajukan surat dakwaan yang disusun 

secara sederhana. Penuntutan jenis ini, penun-

tut umum langsung mengantarkan berkas per-

kara ke pengadilan yang kemudian didaftarkan 

dalam buku register oleh panitera pengadilan. 

Penuntut umum setelah menerima berkas/hasil 

penyidikan dari penyidik, segera menunjuk 

salah seorang jaksa untuk mempelajari dan 

menelitinya yang kemudian atas hasil peneliti-

annya jaksa tersebut mengajukan saran kepada 

Kepala Kejaksaan Negeri antara lain : - 

Mengembalikan berkas perkara kepada 

penyidik karena ternyata belum lengkap diser-

tai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan 

penyidik. Hal ini oleh Pasal 14 KUHAP 

disebut “prapenuntutan”:  

a. Melakukan penggabungan atau pemisahan 

berkas 

b. Hasil penyidikan telah lengkap, tetapi tidak 

terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut 

bukan merupakan tindak pidana dan selan-

jutnya disarankan agar penuntutan dihen-

tikan 
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c. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat 

diajukan ke pengadilan negeri.  

Dalam hal ini KAJARI menerbitkan 

surat penunjukan Penuntut Umum. Dalam hal 

ini penuntut umum membuat surat dakwaan 

rampung kemudian dibuatkan surat pelimpa-

han perkara yang ditujukan kepada Pengadilan 

Negeri.  

Mengenai kebijakan penuntutan, penun-

tut umumlah yang menentukan suatu perkara 

hasil penyidikan, apakah sudah lengkap atau-

kah tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan 

Negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam 

pasal 139 KUHAP. Jika menurut pertimba-

ngan penututan umum suatu perkara tidak 

cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Penga-

dilan ataukah perkara tersebut bukan merupa-

kan suatu delik, maka penuntut umum mem-

buat membuat suatu ketetapan mengenai hal 

itu (Pasal 140 ayat (2) butir b (KUHAP). Me-

ngenai wewenang penutut umum untuk menu-

tup perkara demi hukum seperti tersebut da-

lam Pasal 140 (2) butir a (KUHAP), Pedoman 

pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan 

bahwa “Perkara ditutup demi hukum” diarti-

kan sesuai dengan buku I Kitab Undang-un-

dang Hukum Pidana Bab VIII tentang 

hapusnya hak menuntut yang diatur dalam 

Pasal 76;77;78 dan 82 KUHP. 

Penuntutan Perkara dilakukan oleh Jaksa 

Penuntut umum, dalam rangka pelaksanaan 

tugas penuntutan yang diembannya. Penuntut 

Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang 

oleh undang-undang ini untuk melakukan pe-

nuntutan dan melaksanakan penempatan ha-

kim. Dalam melaksanakan penuntutan yang 

menjadi wewenangnya, penuntut Umum sege-

ra membuat surat dakwaan berdasarkan hasil 

penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut 

umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau 

peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa 

pidana atau perkara ditutup demi hukum, 

maka penuntut umum menghentikan penuntu-

tan yang dituangkan dalam suatu surat keteta-

pan. Apabila tersangka berada dalam tahanan 

tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diter-

bitkan maka tersangka harus segera di ke-

luarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat kete-

tapan yang dimaksud tersebut dikeluarkan dari 

tahanan. Selanjutnnya, surat ketetapan yang 

dimaksud tersebut dibertahukan kepada ter-

sangka. Turunan surat ketetapan tersebut di-

sampaikan kepada tersangka atau keluarga 

atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan 

negara, penyidik dan hakim. Atas surat keteta-

pan ini maka dapat dimohonpraperadilan, se-

bagaimana diatur dalam BAB X, bagian 

kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati 
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alasan baru, penuntut umum dapat melakukan 

penuntutan terhadap tersangka. 

Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 

Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana. 

Pasal 183 KUHAP menyatakan: Hakim tidak 

boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 

dua alat bukti yang sah ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadinya dan bahwa terdakwalah yang 

bersalah melakukannya. Berdasarkan pernya-

taan tersebut, nyatalah bahwa pembuktian 

harus didasarkan apad alat bukti yang disebut-

kan dalam undangundang disertai keyakinan 

hakim atas alatalat bukti yang diajukan dalam 

persidangan, yang terdiri dari: 

1. Keterangan saksi; 

2. Keterangan Ahli;  

3. Surat; Petunjuk; dan  

4. Keterangan terdakwa. Disamping itu kitab 

Undang-undang hukum Acara Pidana juga 

menganut minimun pembuktian (minimum 

bewijs), 

IV.KESIMPULAN 

Bahwa Kejaksaan sebagai bagian dari 

lembaga penegak hukum 1. menjalankan tugas 

pokok dalam bidang yudikatif seperti halnya 

mahkamah agung dan kepolisian maka peran 

strategis lembaga penegakhukum dalam sis-

tem ketatanegaraan merupakan suatu hal yang 

krusial. Maka dari itu keberadaaan lembaga 

negara yang melaksanakan kekuasaan yudisial 

harus diatur secara jelas didalam konstitusi. 

Independensi peradilan harus dijamin oleh ne-

gara dan diatur dalam konstitusi. Ide tentang 

perlunya pengaturan Kejaksaan dalam un-

dang-undang dasar (constitution) suatu negara 

bukanlah merupakan hal yang baru, karena 

ternyata diduni ini terdapat 90 (Sembilan 

puluh) negara yang mengatur lembaga Kejak-

saan dan/ atau Jaksa agungnya dalam undang-

ndang dasar. Maka dari itu keberadaan lemba-

ga negara yang melaksanakan kekuasaan yudi-

sial termasuk kategori sebagai organ negara 

utama (auxiliary organ). Sebagai organ negara 

utama maka sumber atribusi kewenangannya 

harus diberikan legitimasi melalui Undang-

Undaang Dasar. Kejaksaan memerlukan pro-

teksi konstitusi guna menjaga integritas dan 

indpendensinyasetingkat Mahkamah Agung 

tidak di bawah eksekutif. Kejelasan posisi ke-

jaksaan dalam konsitusi dianggap perlu yang 

seharusnya kejaksaan sebagai lembaga tersen-

diri dan konstitusi setingkat dengan Mahka-

mah Agung tetapi tidak di bawah eksekutif 

dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. 

Dengan fungsi kejaksaan sebagai dominus litis 

(pengendali proses perkara) untuk mempererat 
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dan memperkuat konstitusional kejaksaan da-

lam UUD 1945 perlu mengadopsi aturan 

yaitukejaksaan sebagai penegak hukum kejak-

saan harus berdiri sendiri. Tidak secara tegas 

diatur dalam konstitusi lembaga kejaksaan dan 

jaksa akan tidak menjadi independen. 
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